




A. Pengertian Optimalisasi  
 Optimalisasi berasal dari kata optimal yang mempunyai arti baik, 
menjadikan paling baik, menguntungkan, pengoptimalan proses sehingga 
optimalisasi merupakan tindakan proses metodologi untuk membuat sesuatu yang 
lebih baik, sempurna dan lebih fungsional atau lebih efektif. 
Menurut Gabriel Almond optimalisasi dalam pelayanan publik bertujuan 
untuk menciptakan kondisi yang stabil antara negara dan masyarakat guna 
terciptanya partisipasi masyarakat yang selaras dengan proses kebijakan yang 
dicanangkan oleh negara. Dimana dalam tindakannya harus ada efektivitas serta 
produktivitas guna lebih tersenggelaranya pemerintahan yang mengedepankan 
kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat.11 
Dengan melakukan efektifitas dan efisiensi terhadap objek pendapatan 
daerah, maka akan meningkatkan pendapatan deerah, serta menambah Pendapatan 
Asli Daerah (PAD), dalam pelaksanaannya harus tercermin dalam sistem dan 
prosedur yang benar, perlu adanya batasan dalam pengeelolaan pasir besi. Menurut 
Abdullah faktor terpenting berhasilnya suatu optimalisasi yaitu : 
a. Komunikasi, dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas dalam 
pelaksanaannya, melalui proses penyampaian informasi serta 
konsistensi informasi. 
                                                          




b. Resouces, terdapat beberapa komponen yaitu terpenuhinya kualitas 
SDM, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan yang 
tepat guna melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam proses 
pelaksanaanya. 
c. Disposisi, sikap dan komitmen  pada pelaksanaan terhadap program 
khususnya dari mereka yang menjadi  pemangku kepentingan12. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi adalah suatu proses pelaksanaan 
efektivitas dan efisiensi yang telah diproyeksikan secara jelas dengan 
mempertimbangkan berbagai macam pandangan guna meningkatkan sesuatu yang 
lebih optimal. 
B. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) 
Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan proses dimana pengambilan 
SDA dari perut bumi sesuai dengan prosedur yang berlaku, tidak merusak 
ekosistem alam dan tidak mengekploitasi secara besar-besaran karena berdampak 
pada kerusakan lingkungan, memperhatikan dampak lingkungan yang ditimbulkan 
dengan adanya aktivitas pengambilan Sumber Daya Alam secara bertahap, dampak 
lingkungan yang ditimbulkan dalam suatu kawasan pengelolaan SDA berdampak 
kepada lingkungan di sekitarnya, terutama bagi masyarakat yang berada di kawasan  
dengan radius jarak yang sangat dekat. Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 2009 
tentang Pertambangan, mengatur bahwa Izin Usaha Pertambangan  Khusus, izin 
untuk melaksanakan di wilayah pertambangan khusus sebelum melakukan 
pertambangan harus memiliki segala sesuatu terkait izin usaha kegiatan 
                                                          
12 Cangara, Hafied. 2014. Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta:Raja Grafindo 
Persada, hlm. 155. 
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pertambangan, dengan memiliki AMDAL yang dikeluarkan oleh suatu lembaga 
yang berguna terhadap pemetaan kawasan terdampak. Analsis Mengenai Dampak 
Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar penting suatu usaha 
atau kegiatan yang direncanakan dan diperlukan bagi pengambilan keputusan 
kegiatan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan pertambangan 
di Indonesia13.  
1. Dokumen AMDAL meliputi : 
a. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) 
b. Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) 
c. Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-
ANDAL) 
2. Fungsi AMDAL meliputi : 
a. Membantu proses mengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan 
hidup. 
b. Bahan untuk perencaaan pembangunan wilayah. 
c. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang diakibatkan dari 
rencana usaha kegiatan pertambangan. 
d. Memberi masukan dalam proses penyusunan desain rencana teknis usaha 
kegiatan pertambangan. 
3. Pihak yang berproses dalam pembuatan AMDAL meliputi : 
a. Komisi Penilai AMDAL, bertugas menilai proses penyusunan dokumen 
AMDAL. 
                                                          
13 Suparno, Edi.”Fungsi, Tujuan dan Manfaat AMDAL”.(Online) 
http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-amdal-fungsi-tujuan-manfaat-amdal.html 
(diakses 12 Januari 2015) 
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b. Pemrakarsa, orang maupun badan hukum yang bertanggung jawab atas 
rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 
c. Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses 
pembuatan AMDAL. 
4. Dalam pelaksanaannya, beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi : 
a. Kewenangan penilaian didasarkan pada Permen LH NO. 05/2008. 
b. Proses penyusunan AMDAL menggunakan pedoman AMDAL sesuai 
dengan Permen LH NO.08/2006. 
c. Kriteria penentuan AMDAL menggunakan penapisan satu langkah dengan 
menggunakan daftar kegiatan AMDAL melalui Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2006. 
 
Dengan diberlakukannya Undang-undang No.23 tahun 1997 terkait 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), maka PP No.51/1993  diganti dengan 
PP No.27/1999 yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1999, yang efektif berlaku 
19 bulan kemudian. Perubahan besar yang terdapat dalam PP No.27 / 19999 
adalah di hapuskannya  Komisi AMDAL Pusat  dan diganti dengan satu Komisi 
Penilai Pusat yang ada di Bapeda masing-masing daerah14. Provinsi mempunyai 
Komisi Penilaian Daerah sendiri, apabila penilaian tersebut tidak layak 
lingkungan maka instansi yang berwenang boleh menolak permohohan  izin  yang 
sedang diajukan pada proses pengelolaaan SDA yang dilakukan oleh pemrakarsa.  
           Implementasi AMDAL perlu disosialisikan kepada masyarakat secara luas 
                                                          
14 http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-amdal-fungsi-tujuan-manfaat-amdal.html 




maupun kepada para investor agar dapat mengetahui dampak perihal AMDAL. 
Semua proses pembangunan di indonesia untuk peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara sosial, ekonomi dan budaya. implementasi AMDAL yang harus 
sesuai dengan aturan yang ada maka diharapkan bahwa berdampak positif untuk 
peningkatan ekonomi pada masing-masing daerah. 
Peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan di indonesia, aktivitas 
pengelolaan baru dapat dilihat apabila sudah terprogres serta disusun dalam 
perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul pada proyek atau pertambangan 
yang akan dilakukan. Dampak lingkungan yang akan diperkirakan jauh berbeda 
dengan kenyataan, dapat terjadi karena kesalahan dalam penyusunan AMDAL, 
kegagalan pengelolaan maka pemantauan harus dilakukan sedini mungkin, sejak 
awal pembangunan secara terus menerus. 
 AMDAL dalam pengelolaan usaha pertambangan adalah salah satu studi 
kelayakan lingkungan yang disyaratkan untuk mendapatakan izin aspek-aspek studi 
kelayakan yang lain seperti aspek teknis dan ekonomis. Seharusnya AMDAL 
dilakukan bersama, masing-masing aspek memiliki penilaian yang optimal 
terhadap usaha yang sedang dilakukan.  
AMDAL merupakan dokumen penting sebagai sumber informasi yang 
detail terkait keadaan lingkungan pada pelaksaan usaha maupun pertambangan di 
kawasan yang telah ditentukan, dokumen sangat penting untuk evaluasi 
membangun proyek yang lokasinya berdekatan dan dijadikan sebagai legalitas 
usaha. Bagi masyarakat secara umum AMDAL berguna untuk mengetahui rencana 
pengelolaan SDA, perubahan kondisi lingkungan akan terjadi serta bermanfaat 
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untuk memenuhi kegiatan serta mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan 
dengan usaha ataupun pertambangan dalam sebuah wilayah. 
Berdasarkan UU Minerba No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan bahwa 
pertambangan harus menggunakan AMDAL yang dikeluarkan oleh lembaga 
terkait, agar kegiatan pertambangan sesuai dengan aturan yang berlaku, apabila 
kegiatan pertambangan sudah memiliki izin serta persyaratan yang sudah jelas 
maka kegiatan dapat dilaksanakan,  PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis 
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup juga harus ditaati oleh perusahaan penambang agar 
tidak merusak ekosistem di sekitar kawasan pertambangan15. pemerintah juga harus 
mengawasi kegiatan pertambangan dengan seksama agar tidak merugikan kawasan 
sekitar pertambangan, perusahaan di sekitar kawasan pertambangan juga harus 
memperhatikan tingkat kesejahteraaan masyarakat, paling tidak diberikan lapangan 
pekerjaan yang layak untuk menunjang  perekonomian masyarakat.  
Sumber Daya Alam (SDA) adalah semua kekayaan baik kekayaan bumi, 
biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup 
manusia secara umum serta menunjang kesejahteraan masyarakat. semua kekayaan 
yang ada di bumi ini baik biotik maupun abiotik harus dioptimalkan oleh manusia 
untuk bisa bertahan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan 
melakukan pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas 
dan dapat habis. Sumber daya alam berdasarkan sifat meliputi : 
 
                                                          
15 Gultom, Obbie. “UU mengenai pertambangan”. (Online) 
http://www.gultomlawconsultants.com/daftar-peraturan-perundang-undangan-terkait-
pertambangan/# (diakses 23 Februari 2014) 
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5. Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui 
Sumber Daya Alam yang tidak akan habis, kemampuan yang dimiliki alam 
dapat melakukan pembaharuan terhadap sumber daya alam tersebut, proses 
pemulihannya juga relatif cepat. Apabila dipakai secara berlebihan, maka 
kemungkinan besar dapat mengalami kepunahan dan kita harus memiliki cara 
pembaharuan yang diseleksi oleh alam terhadap beberapa mekanisme. Meskipun 
dengan jumlah yang sangat melimpah, akan tetapi perlu berhati-hati dalam 
penggunaannya, dengan membatasi serta menjaga kelestariannya agar dapat 
dipergunakan secara berkelanjutan. 
6. Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui 
Sumber Daya Alam (SDA) yang memiliki jumlah terbatas, disebabkan 
proses pembentukan di alam membutuhkan waktu yang cukup lama daripada proses 
pemanfaatannya, memakan waktu yang lama hingga puluhan juta tahun lamanya 
bergantung pada pengaruh letak geografis dan astronomis sehingga jika digunakan 
secara berlebihan akan cepat habis seperti bahan tambang, menurut proses 
terjadinya bahan galian ini meliputi : 
a. Bahan galian pemalit, yaitu bahan galian yabg terjadi dalam proses 
intrusi di dalam diatrema. 
b. Bahan galian magnetik, yaitu terbentuk dari magma, keberadaannya di 
dekat gunung berapi. 
c. Bahan galian hasil pengendapan, terjadi akibat resapan cairan magma 
yang membeku di sela-sela struktur lapisan bumi. 
d. Bahan galian hasil metamorfose, merupakan mineral ekonomik yang 
terjadi akibat persentuhan magma dan bebatuan di sekitarnya. 
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Pasir besi merupakan salah satu SDA yang tidak dapat diperbaharuhi, 
memiliki manfaat untuk kehidupan manusia sebagai bahan kontruksi dan bahan 
baku utama pembuatan besi. Pasir besi terdiri dari magnetik Fe3O4, berwarna abu-
abu gelap atau kehitaman. Juga mengandung sejumlah titanium, silika, mangan dan 
kalsium. pasir besi salah satu SDA di indonesia merupakan bahan baku dasar dalam 
industri baja dimana ketersediannya tersebar di daerah pesisir pantai Jawa, Sumatra, 
Sulawesi dan Nusa Tenggara. Selain sebagai bahan baku industri dapat digunakan 
sebagai bahan baku pembuatan semen dan pembuatan beton. Pasir besi memiliki 
kandungan Fe2O3, SiO2, MgO, dan ukuran beton 80-100 mesh berpotensi untuk 
semen. Hasil penelitian menunjukan manfaat untuk kegunaan pasir besi memiliki 
kadar besi yang cukup tinggi kadar pasir besi sekitar 80% sangat berguna bagi 
industri pembuatan baja, pasir besi yang mengandung SiO2 sehingga membantu 
kinerja semen sebagai bahan pengikat16.  
Sejumlah industri smelter besi sudah dibangun, akan tetapi bahan baku yang 
dibutuhkan umumnya jenis bijih primer magnetik terbatas penyebarannya, arah 
pembangunan smelter besi ke depan akan memfokuskan pemanfaatan pasir besi 
sebagai sasaran bahan baku utama. Kebijakan pengelolaan pasir besi diabagi dalam 
dua kelompok, yaitu eksplorasi, berupa kegiatan penyelidikan umum dan studi 
kelayakan, kedua tentang operasi produksi, pengolahan, penambangan serta 
pemurnian. 
 
                                                          
16 Yuda, Muhamad. “Mengenal Pasir Besi serta kebijakan Pemerintah dalam pengelolaannya”. 
(Online) http://www.geologinesia.com/2016/12/mengenal-pasir-besi-dan-kebijakan-pemerintah-
dalam-pengelolaannya.html. (Diakses 01 Desember 2016) 
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C. Konflik Sosial  
 Konflik berasal dari Bahasa latin “confegere” yang berarti saling memukul. 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik berarti pertentangan, 
percekcokan, atau perselisihan. Dalam sudut pandang  ilmu sosiologi, konflik sosial 
dapat diartikan sebagai berbagai masalah sosial yang menimbulkan pertentangan 
dalam kehidupan masyarakat, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat 
atau pandangan, akibat tidak adanya rasa toleransi dan perasaan saling mengerti 
akan kebutuhan individu masing-masing sehingga menyebabkan konflik. 
  Konflik sosial sebagai suatu proses sosial antara dua pihak atau lebih ketika 
pihak yang satu berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan 
atau membuatnya tidak berdaya. Latar belakang adanya konflik adalah adanya 
perbedaan yang sulit ditemukan kesamaannya atau didamaikan baik itu perbedaan 
pandangan, pengetahuan, keyakinan, dan adat istiadat. 
 Konflik menghiasi kehidupan masyarakat. Tiap masyarakat pasti pernah 
mengalami konflik, baik konflik dalam cakupan kecil atau konflik berskala besar. 
Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat sangat rentan terjadinya konflik. 
Konflik memiliki beberapa cakupan , seperti konflik dalam keluarga. Sementara 
itu, konflik dalam cakupan besar seperti pertentangan antar golongan ataupun 
perang suku di setiap daerah dapat memecah belah kedaulatan NKRI.  
1. Berikut ini merupakan faktor-faktor terjadinya konflik sosial di masyarakat 
menurut Luckmann meliputi : 
a. Konflik muncul karena adanya perbedaan pendirian pada masing-masing 
individu yang lebih mengutamakan perasaan daripada kepentingan bersama 
untuk mencapai tujuan bersama. 
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b. Adanya perbedaan sikap dan kepribadian yang terbentuk perbedaan latar 
budaya yang berbeda beda. 
c. Adanya kepentingan kelompok yang berbeda, perbedaan dapat dilihat dari 
aspek sosial, ekonomi dan politik. 
d. Lahirnya suatu pergeseran nilai dalam masyarakat yang muncul secara 
cepat17 
Namun dengan adanya konflik justru konflik terkadang menyebabkan 
perubahan dalam lapisan masyarakat karena adanya persaingan mendorong 
terjadinya perubahan nilai. 
2. Dampak Positif Konflik sosial masyarakat meliputi : 
a. Konflik dalam masyarakat akan semakin memberikan kejelasan aspek 
kehidupan yang belum tuntas dibahas. 
b. Konflik sosial menghidupkan norma lama sehingga memunculkan norma 
baru dalam masyarakat. 
c. Penyesuaian norma yang telah ada dalam masyarakat yang sedang mengalami 
konflik. 
d. Menekan dan mengurangi potensi ketegangan yang sedang terjadi di 
masyarakat.18 
Konflik antara masyarakat anti tambang dan pro tambang yang terjadi 
di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang 
merupakan benturan antara masyarakat setempat, masyarakat yang awam justru 
bersitegang dengan yang lainnya, secara logika pihak PT Mutiara Halim sebagai 
                                                          
17 Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 27. 
 
18 Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 28. 
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investor ingin mendapatkan keuntungan sebesar besarnya meskipun dengan 
sabotase lahan petani, dengan cara memanfaatkan Kades Selok Awar-Awar 
yang memiliki legitimasi di struktur pemdes, dengan melaukukan kerjasama PT 
Mutiara Halim memberikan dorongan materi serta moril kepada kades agar 
membuka lahan pertambangan meskipun berada di lahan pertanian, dengan 
imbalan penarikan retribusi dikelola oleh kades serta sebagian masuk ke kas 
desa, namun jumlahnya tidak sebanding apabila melihat kerusakan alam yang 
terjadi akibat eksploitasi pasir besi, sedangkan para petani justru memusuhi 
aparatur desa karena menggagap sudah melakukan pelanggaran hukum dan 
merusak lahan pertanian para petani, sehingga mereka kehilangan mata 
penceharian, masyarakat desa yang tidak mempunyai ladang secara otomatis 
memiliki bekerja sebagai penambang, karena upahnya cukup lumayan, timbul 
beberapa masalah, apabila pengecaman oleh para petani melalui Forum 
Masyarakat Anti Tambang Desa Selok Awar Awar dianggap akan mengganggu 
aktivtitas penambang pasir, oleh sebab itu masyarakat satu desa menjadi 
berkonflik, dilatarbelakngi oleh faktor ekonomi, petani yang ingin lahannya 
tidak disabotase oleh penambang, sedangkan penambang ingin mendapatkan 
pasir besi dengan menambang di kawasan areal sawah petani, Kades Hariono 
dijadikan alat oleh PT Mutiara Halim untuk memecah belah masyarakat. dalam 
beberapa analisa dari berbagai macam pendapat ahli terkait konflik sosial 
masyarakat, peneliti akan menampilkan beberapa pemikiran konflik sosial 





2. Pemikiran Teori Konflik menurut para ahli 
No Ilmuan Deskripsi teori 
1 Ralf Dahrendorf 
(class and class 
society in industrial 
society) 
Setiap masyarakat tunduk pada proses 
perubahan dan pertikaian, konflik sosial 
memberikan disintegrasi dan perubahan, konflik 
menekankan pada peran kekuasaan dalam 
mempertahankan ketertiban dalam masyarakat. 
2 Goerge Huaco Pertentangan antara buruh dan pemodal 
mengakibatkan perubahan di bidang hukum, 
ekonomi, dan pelapisan masyarakat, pemisahan 
antar golongan mengakibatkan intensitas 
pertentangan semakin kuat, berdampak pada 
pembentukan kelompok minoritas yang 
meminta persamaan hak dan kewajiban kepada 
kelompok dominan. 
3 Karl Max Lahirnya revolusi, industrialisasi, demokratisasi 
melahirkan pelanggaran aturan dalam 
masyarakat, ketidaksinambungan distribusi 
kekuasaan yang dimiliki kelompok elite, 
menyebabkan kapitalisasi tumbuh subur 
merampas hak-hak buruh, dimana peraturan 
yang dibuat oleh kelompok elitis 
menguntungkan sebagian besar pemodal dan 
mengisap hak-hak buruh yang hidup semakin 
sengsara. 
4 Lewis Coser (Teori 
Fungsionalisme 
konflik) 
Konflik mempunyai manfaat bagi kehidupan 
sosial masyarakat, konflik mempunyai output 
perubahan polarisasi masyarakat menjadi lebih 
baik, dimana pasca konflik akan muncul 
gerakan masyarakat yang membuat solidaritas 
masyarakat menajadi lebih kuat. 
5 Goerge Simmel Konflik merupakan interaksi sosial yang 
mendasar, berkaitan dengan kerjasama 
masyarakat, terbentuk struktur interaksi dan 
asosiasi dalam masyarakat, namun dalam 
outputnya akan membentuk kelompok kerja 
berdasarkan golongan masing-masing19. 
 
Jika di analisa menggunakan pandangan teori di atas,  Teori Konflik 
Lewis Coser relevan dengan kasus yang terjadi  pada petani dengan penambang 
                                                          




pasir di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang. 
Konflik yang dikemukakan oleh Lewis Coser seringkali disebut sebagai teori 
fungsionalisme konflik karena ia menekankan fungsi konflik bagi sistem sosial 
yang mempunyai domain perpecahan struktur sosial  yang menjadi dasar 
terjadinya konflik di masyarakat, namun dari konflik memiliki output 
perubahan polarisasi struktural masyarakat menjadi lebih baik.20 Menurut Coser 
konflik dapat berhenti apabila terjadi suatu mediasi ataupun kesepahaman 
anatara kedua belah pihak yang bersengketa melalui jalan mediasi, namun 
konflik bisa berdampak signifikan bagi perkembangan masyarakat karena 
mempunyai integritas dan solidaritas yang kuat, semakin tingginya konsesus 
dan toleransi dalam ligkungan masyarakat. 
3. Dampak Positif konflik sosial masyarakat antara penambang pasir besi dan 
petani di Desa Selok Awar-Awar meliputi : 
a. Konflik dapat memperkuat solidaritas kelompok. Pada kasus konflik 
antara petani dan penambang pasir besi masyarakat yang berprofesi 
sebagai petani mendedikasikan pemikirannya dalam FORMAT (Forum 
Masyarakat Anti Tambang), dominasi mereka dalam penutupan 
tambang pasir besi karena jumlah anggota yang semakin banyak, 
perjuangan akan semakin kuat meskipun sering mendapatkan 
intimidasi. 
b. Konflik dengan kelompok lain dapat menghasilkan solidaritas sosial di 
dalam kelompok tersebut dan solidaritas itu bisa menghantarkan kepada 
aliansi-aliansi lain. Dalam kasus penambangan pasir besi ilegal di 
                                                          
20 Sahid, Komarudin. 2015. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 50. 
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Kabupaten Lumajang, setelah tragedi pembunuhan Salim Kancil dan 
penganiayaan Tosan menjadikan banyaknya lembaga-lembaga baik 
dari pemerintahan maupun bukan yang membantu penolokan 
ekspolorasi tambang pasir besi secara ilegal. 
c. Konflik berdampak pada anggota masyarakat yang terisolir menjadi 
berperan secara aktif. Para petani yang dulunya hanya petani biasa 
setelah desa mereka mengalami konflik karena adanya penambangan 
liar menjadi tergerak hatinya untuk menjadi aktivis penolakan tambang 
pasir besi ilegal yang menyebabkan petani kehilangan lahan pertanian. 
d. Terbentuknya pola komunikasi masyarakat yang lebih efektif, pasca 
pembantaian aktivis anti tambang pasir besi. Para petani aktif dalam 
pergerakan FORMAT dengan tujuan menutup kawasan tambang pasir 
besi ilegal, sehingga melalui komunikasi yang efektif akan muncul ide 
dan gagasan untuk perbaikan petani di kawasan tersebut. 
e. Konflik membuat terjadinya mediasi antara beberapa lapisan 
masyarakat, sehingga muncul aturan bahwa penambangan di kawasan 
Desa Selok Awar-Awar dilakukan secara manual dan tidak boleh 
mensabotase lahan petani sehingga petani dan penambang bisa bekerja 
secara berdampingan.  
D. Konsepsi Kesejateraan Sosial  
Menurut Edi Suharto, Kesejahteraan sosial adalah suatu institusi atau 
bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik 
oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, 
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mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan 
peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat21. 
Penjelasan diatas mengandung pengertian bahwa masalah kesejahteraan 
sosial tidak bisa ditangani oleh sepihak dan tanpa teroganisir secara jelas kondisi 
sosial yang dialami masyarakat. Perubahan sosial yang secara dinamis 
menyebabkan penanganan masalah sosial ini harus direncanakan dengan matang 
dan berkesinambungan. Karena masalah sosial akan selalu ada dan muncul selama 
pemerintahan masih berjalan dan kehidupan manusia masih ada. 
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, kesejahteraan sosial 
memiliki ketentuan-kententuan pokok meliputi , Kesejahteraan sosial ialah suatu 
tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh 
rasa keselamatan, kesusilaan dan keteraturan sosial, yang mewajibkan manusia 
untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya 
bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta 
kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila22. 
Gambaran tersebut menggambarkan kesejahteraan sosial sebagai keadaan 
dimana digambarkan secara ideal berdasarkan tata kehidupan masyarakat, 
menempatkan aspek sosial lebih penting dari aspek yang lain, tetapi mencoba upaya 
mendapatkan titik equlibrium. Keseimbangan antara aspek jasmaniah dan rohaniah, 
ataupun keseimbangan antara aspek material maupun spiritual. 
                                                          
21Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan dan 
Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing, hlm. 61. 
 
22 Sumaryadi, Nyoman.2013. Sosiologi Pemerinatahan, dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, 
dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 98. 
31 
 
Menurut Esping dan Anderson, kesejahteraan masyarakat mengacu pada 
peran negara dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian dalam suatu 
tatanan sistem untuk menjamin ketersedian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan 
ekonomi, kesejahteran masyarakat merupakan implementasi dari sebuah tatanan 
sistem yang berintegrasi dengan kekuasan politik negara, dimana fungsi negara 
berhasil membentuk peningkatan kualitas hidup masyarakat.23 Masyarakat 
dipandang sebagai asosiasi manusia yang memiliki tujuan dan harapan bersama 
menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya, guna mendorong terciptanya 
kesejahteraan masyarakat ada beberapa poin penting yang menjadi dasar 
perubahannya salah satunya tingkat partisipasi masyarakat serta pengawasan 
masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. 
Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Menurut Barr negara 
adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat dari masyarakat 
yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam 
masyarakat dan mentertibkan gejala-gejala kekuasaan masyarakat24. Kesejahteraan 
sosial mengacu pada struktur tatanan kebijakan negara di suatu wilayah kekuasaan 
guna menciptakan tujuan dari kehidupan bersama. 
1.  dalam konsepsi negara kesejahteraan harus melakukan tindakan sebagai berikut 
untuk menuju welfare state : 
a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni 
yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang 
membahayakan. 
                                                          
23 Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan dan 
Pelayanan Sosial. Malang: Intrans Publishing, hlm. 57. 
 
24 Kencana, Inu.2011.  Manajemen Pemerintahan. Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 153. 
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b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan kemanusiaan dan 
golongan-golongan ke arah tercapainya tujuan dari seluruh masyarakat. 
Negara berhak menentukan bagaimana kegaiatan asosiasi masyarakat 
disesuaikan satu sama lain dan diarahkan pada tujuan nasional. 
Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum yang sedang dianut, 
kekuasaan negara mempunyai domain paling kuat dan teratur, maka semua 
golongan yang memperjuangan  peningkatan kesejahteraan sosial 
masyarakat harus bersatu dan dapat menempatkan diri sesuai dengan 
kemampuan masing-masing.  
 
Kesejahteraan harus dijamin oleh negara kepada masyarakat meliputi 
seluruh bidang kehidupan manusia. Mulai dari ekonomi, sosial, budaya, iptek, 
hankamnas, dan lain sebagainya. Bidang-bidang kehidupan tersebut meliputi 
jumlah dan jangkauan pelayanannya. Pemerintah memiliki kewajiban utama dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. 
Untuk mendapatkan kesejahteraan itu dapat dicapai dengan beberapa 
indikator. Tetapi bukan berarti mustahil didapatkan, tak perlu juga melakukan yang 
haram, sebab yang halal masih banyak yang bisa dikerjakan untuk mencapai 
kesejahteraan. Kita hanya perlu memperhatikan indikator kesejahteraan itu. 
Pertama, Jumlah dan pemerataan pendapatan, hal ini berhubungan dengan masalah 
ekonomi. Pendapatan berhubungan dengan lapangan kerja, kondisi usaha, dan 
faktor ekonomi lainnya. Penyediaan lapangan kerja lebih ditingkatkan dilakukan 
oleh semua pihak agar masyarakat memiliki pendapat tetap untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tanpa itu semua, manusia dapat mencapai kesejahteraan, 
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Kondisi  masih belum sejahteranya suatu kehidupan masyarakat adalah jumlah dan 
besaran pendapatan yang belum memadai. 
Kedua, pendidikan tanpa adanya kelas sosial masyarakat. Pendidikan yang 
mudah dan murah merupakan impian semua orang. Dengan menempuh  pendidikan 
yang mudah itu, semua orang dapat dengan mudah mengakses pendidikan setinggi-
tingginya tanpa adanya batasan sedikitpun. Dengan pendidikan yang tinggi itu, 
kualitas sumber daya manusianya semakin meningkat. Dengan demikian 
kesempatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang layak semakin terbuka. 
Berkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi ini, lapangan kerja yang dibuka 
tidak lagi berbasis kekuatan otot, tetapi lebih banyak menggunakan kekuatan otak. 
Sekolah dibangun dengan jumlah yang banyak dan merata, disertai dengan 
peningkatan kualitas, serta biaya yang murah. Kesempatan untuk memperoleh 
pendidikan tidak hanya terbuka bagi mereka yang memiliki kekuatan ekonomi, atau 
mereka yang tergolong cerdas saja. Tapi, semua orang diharuskan untuk 
memperoleh pendidikan setinggi-tingginya. Sementara itu, sekolah juga mampu 
memberikan layanan pendidikan yang sesuia dengan kebutuhan peserta didiknya. 
Pendidikan disini, baik yang bersifat formal maupun non formal. Kedua jalur 
pendidikan ini memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama dari pemerintah 
dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Angka melek huruf 
menjadi semakin tinggi, karena masyarakatnya mampu menjangkau pendidikan 
dengan biaya murah. Kesejahteraan manusia dapat dilihat dari kemampuan mereka 
untuk mengakses pendidikan, serta mampu menggunakan pendidikan itu untuk 
mendapatkan kebutuhan hidupnya. 
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Ketiga, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata di seluruh 
kawasan indonesia, kesehatan merupakan faktor untuk mendapatkan pendapatan 
dan pendidikan, faktor kesehatan ini harus ditempatkan sebagai hal yang utama 
dilakukan oleh pemerintah, Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan 
kesejahteraan dirinya sendiri. Jumlah dan jenis pelayanan kesehatan harus banyak 
dan mudah dijangkau seluruh kawasan. Masyarakat yang membutuhkan layanan 
kesehatan tidak dibatasi oleh jarak dan waktu. ini merupakan kewajiban pemerintah 
yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Apabila masih banyak keluhan masyarakat tentang 
layanan kesehatan, maka itu pertanda bahwa suatu Negara masih belum mampu 
mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan oleh rakyatnya. 
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari Indeks 
Pembangunan Manusia Indonesia (IPM), untuk 2015 adalah 0.689. Ini 
menempatkan Indonesia dalam kategori pembangunan manusia menengah, dan 
peringkat 113 dari 188 negara di seluruh dunia. Nilai IPM meningkat 30,5 persen 
dari nilai pada tahun 1990. Hal ini mencerminkan kemajuan yang telah dicapai 
Indonesia dalam hal harapan hidup saat lahir, peningkatan kualitas pendidikan, dan 
pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita selama periode tersebut.25 
Namun demikian IPM Indonesia menurun ke 0,563 (turun 18,2 persen) bila 
kesenjangan masyarakat diperhitungkan. Kesenjangan pendidikan dan angka 
harapan hidup harapa di Indonesia lebih tinggi dari Asia Timur dan Pasifik, namun 
Indonesia lebih baik dalam hal kesenjangan pendapatan dan tingginya toleransi 
gender dibanding negara Asia lainnya. 
                                                          
25 Fauzi, Yulianti. “IPM Indonesia tahun 2015”. (Online) 
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160322182446-78-202081/ranking-indeks-
pembangunan-manusia-indonesia-turun-ke-113/  (diakses 22 Maret 2016) 
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Berdasarkan data BPS tahun 2016 pendapatan perkapita Kabupaten 
Lumajang mengalami kenaikan sebesar 10,17% yakni sebesar Rp.40.123,00, 
dibanding tahun 2015 sebesar Rp. 36.213,00, pertumbuhan di beberapa sektor 
pengelolaan hasil pertanian serta pertambangan membuat peningkatan pendapatan 
masyarakat serta mampu berdaya saing tinggi dalam berbagai macam bidang, 
pemberdayaan masyarakat terutama di kawasan dataran tinggi dengan 
pendampingan dari beberapa SKPD yang membuat beberapa program peningkatan 
kualitas masyarakat, salah satunya budidaya pisang kirana serta pengembangbiakan 
kambing ettawa di Kecamatan Senduro meningkatkan kualitas peternakan dan 
pertanian di Kabupaten Lumajang26,  
Kesetaraan gender dan tinginya toleransi antar sesama manusia tanpa 
membedakan kelas sosial adalah pendorong utama pembangunan berkelanjutan. 
Pada tahun 2014, data yang terpilah menurut jenis kelamin diperkenalkan ke dalam 
IPM, sehingga UNDP untuk menghitung dan membandingkan IPM untuk laki-laki 
dan IPM untuk perempuan. Namun sayangnya di sebagian besar negara di dunia, 
laki-laki dan perempuan tidak menikmati tingkat pembangunan manusia yang 
sama. Di Indonesia, Indeks untuk laki-laki adalah  0,712. Sedangkan untuk 
perempuan Indonesia hanya mencapai 0,6627. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
dan tidak ada seorangpun yang tertinggal, menyerukan perhatian yang lebih besar 
untuk memberdayakan yang paling termarjinalisasi dalam masyarakat dan 
mengakui pentingnya memberi mereka suara yang lebih besar dalam proses 
                                                          
26 Penggalian data pendapatan per kapita masyarakat. 18 januari 2018.pukul 14.00 WIB. Kantor 
BPS Kabupaten Lumajang. 
27 Irwan. “Penurunan angka IPM indonesia”. (Online) https://finance.detik.com/berita-ekonomi-
bisnis/3455970/peringkat-indeks-pembangunan-manusia-ri-turun-ini-kata-pemerintah. (diakses 
pada 24 Maret 2015) 
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pengambilan keputusan. Laporan Pembangunan Manusia 2016 juga menyerukan 
pergeseran ke arah penilaian kemajuan dalam bidang-bidang seperti partisipasi dan 
otonomi. Dengan menghilangkan norma-norma sosial dan hukum yang 
diskriminatif di indonesia dan mengatasi akses yang tidak setara terhadap 
partisipasi politik yang telah menghambat kemajuan begitu banyak orang, 
kemiskinan bisa diberantas dan pembangunan yang damai, adil dan berkelanjutan 
dapat dicapai untuk semua orang sehingga terciptanya kesejahteraan sosial 
masyarakat. 
E. Pembangunan Sosial  
Menurut Midgley, Pembangunan Sosial merupakan proses perubahan sosial 
yang terencana yang didesain untuk mengangkat kesejahteraan penduduk 
menyeluruh dengan menggabungkannya dengan proses pembangunan ekonomi 
yang dinamis. 
1. Ada beberapa aspek kunci untuk memperdalam pembangunan sosial, yaitu 
meliputi28:  
a. Linked to economic develepment, pembangunan soail tidak terlepas dari 
pembangunan ekonomi, implementasi kebijakan dan program sosial dalam 
upaya peningkatan taraf hidup masyarakat harus difokuskan dalam 
perubahan sosial ekonomi masyarakat. 
                                                          
28Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan dan 





b. Pembangunan sosial mengadung pengertian adanya proses , konsep yang 
dinamis melahirkan berbagai macam gagasan secara simbolik, konsep ini 
memiliki konotasi yang positif dalam  konteks yang dinamis. 
c. Pembangunan sosial dikaitkan dengan seluruh penduduk, karena 
pembangunan sosial tidak memfokuskan atau mengutamakan orang-orang 
tertentu saja , tetapi lebih mementingkan kesejahteraan bersama. 
d. Tujuan pembangunan sosial adalah memliki strategi peningkatan taraf 
hidup individu, sttrategi secara tidak langsung menghubungkan intervensi 
sosial dengan usaha pembangunan-pembangunan ekonomi, karena adanya 
perbedaan diantara mereka, yaitu keyakinan dan ideologi. 
e. Bahwa pembagunan sosial adalah menuju welfare state, berkaitan dengan 
kondisi sosial bilamana masalah-masalah sosial dapat diatasi secara 
memuaskan, kebutuhan terpenuhi dengan baik serta memiki rasa aman 
dalam hidup serta memiki kesempatan yang sama atas pemenuhan hak 
individu.  
Pembangunan sosial meliputi aspek-aspek yang sangat luas, dan pendidikan 
merupakan aspek yang paling luas dibandingkan dengan aspek-aspek yang lain. 
Aspek-aspeknya ini meliputi kesehatan, keluarga berencana, gizi, perbaikan 
perkampungan miskin, air minum di kota dan perubahan yang lebih baik untuk 
kemiskinan. Dalam pengertian ini terlihat bahwa pembangunan sosial tidak hanya 
bersifat inclusive atau univer salistic tetapi juga ditujukan pada orang-orang atau 
kelompok yang sangat memerlukan atau miskin secara individual. 
Tujuan dari pembangunan sosial pada dasarnya adalah devolopment off the 
well being of the people, maka penekanan dari pembangunan sosial pada dasarnya 
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adalah pada pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia. Dalam 
kaitannya dengan pembangunan ekonomi, Payne menyatakan bahwa pada beberapa 
negara pembangunan ekonominya yang sudah baik, isu lebih mengarah pada 
pembangunan sosial dan ekonomi lebih mengarah pada pembangunan ke wilayah 
perkotaan, pengurangan wilayah industri dan perencanaan lingkungan, hal ini 
berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang masih buruk, seperti 
indonesia yang fokus pembangunan sosialnya masih mengarah pada pengurangan 
angka kemiskinan ataupun program pengendalian kemiskinan penduduk, sehingga 
isu pelestarian hidup hanya menjadi isu sampingan belaka, dan bukan menjadi isu 
utama.  
Menguatnya desentralisasi membawa harapan dan tantangan tersendiri bagi 
proses pencapaian tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Digerakkan oleh 
globlisasi paa arah internasional dan reformasi pada arah nasional, mencuatnya isu-
isu yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah, tanpa sikap 
dan komitmen mengenai makna good govermance, desentralisasi dapat 
menimbulkan jebakan-jebakan strategis dan implementasi pembangunan 
kesejahteraan di daerah.  
Pada era sentralisasi, kebijakan sosial tentang pembangunan sosial tentang 
pembangunan sosial di bidang kesejahteraan sosial dilakukan secara terpusat, 
dimana peran pemerintah pusat sangat dominan sebagai penentu kebijakan. Namun 
seiring dengan gelombang reformasi telah mengubah format politik dan sistem 
pemerintahan yang sebelumnya dilakukan secara terousat menjadi terdistribusi 
melalui pemerintah daerah dengan sistem desentralisasi, yang membawa angin 
segar bagi tumbuhnya demokrasi dan partisipasi warga dalam segenap aktivitas 
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pembangunan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial 
masyarakat. Muncul pendapat bahwa desentralisasi menguatkan elite-elite lokal, 
menyuburkan primordialisme, mendaerahkan KKN yang berujung pada 
disintegritas bangsa. 
Desentralisasi dalam era pembangunan sosial tidak serta merta 
menguntungkan penguasa dan pengusaha, bukan menguntungkan kepentingan 
marginal. Sebagaimana yang dikemukakan Gaventa bahwa hambatan kekuasaan, 
pengucilan sosial, kecilnya kemampuan individu dalam kapasitas organisasi secara 
kolektif menyebabkan rakyat kecil hanya menikmati sangat sedikit dari sistem 
desentralisasi.  
2. Menurut Edi Soeharto, ada 2 isu utama dalam era pembangunan sosial di 
indonesia yaitu : 
a. Money follows function  
Undang-undang daerah yang baru berpedoman pada money function, 
artinya otonomi darah tidak ditentukan oleh besarnya Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), melainkan oleh kemampuan dalam menjalankan 
kewenangan sesuai kebutuhan. Setiap daerah diberlakuan mengatur 
kewenangannya masing-masing. 
b. Pembangunan ekonomi dulu baru pembangunan kesejahteraan sosial. 
Keragaman sumber daya manusia dan potensi ekonomi daerah sering kali 
menimbulkan pandangan generalisasi bahwa pembangunan kesejahteraan 
sosial hanya boleh dilakukan oleh daerah dengan kemampuan ekonomi 
yang merata. Desentralisasi yang memberikan keleluasaan pada daerah 
untuk merumuskan kebijakan dan anggaran serta meniadakan 
40 
 
pembentukan institusi sosial. Pembangunan institusi sosial dianggap boros 
dan perlu dilakukan jika Pendapatan Asli Daerah sudah mumpuni, padahal 
studi di negara lain bahwa pembangunan sosial tidak bergantung pada 
kemampuan ekonomi suatu negara29. 
2. Paling tidak terdapat empat faktor kunci dalam menjamin perlindungan sosial 
sebagai salah satu aspek pendorong pembangunan sosial dalam konteks 
Otonomi daerah  dalam sebuah negara menurut Lins Juan , yaitu : 
a. Good Governance  
Tata pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas mendorong adanya 
partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran sebuah 
kebijakan publik yang terfokus pada pembangunan sosial. 
b. Reformasi Birokrasi dan Anggaran Daerah untuk pembangunan sosial 
masyarakat. Suatu birokrasi yang efisien, intensif yang lebih memadai, 
struktur birokrasi yang ramping dan fungsional. Reformasi ini berhasil 
memotong anggaran sehingga bisa direlokasikan untuk keperluan yang 
lebih produktif, termasuk pembiayaan perbaikan infrastruktur di daerah 
melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
c. Partisipasi Masyarakat 
Keterlibatan masyarakat dalam memberikan kontribusi pada upaya-upaya 
pendorong promosi kebijakan, dukungan atas kebijakan, aksi-aksi 
sukarela dalam implementasi di lapangan, bahwa partisipasi komisi-
                                                          
29 Abdussalam, Kurniawan, Luthfi J, Masduki & Sukmana, Oman. 2014. Negara Kesejahteraan dan 






komisi ekstra negara mampu memberikan desakan kepada pemerintah 
untuk merperbaiki pembangunan sosial masyarakat30. 
Dalam suatu pembangunan sosial masyarakat harus memiliki rasa keadilan 
bersama, tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang berkuasa secara dominan, 
fungsi ekonomi harus berjalan sesuai skema yang ada, tanpa melahirkan konflik 
dalam masyarakat, kesetaraan dalam lingkungan masyarakat bisa diukur jika 
produktivitas masyarakat juga tinggi. 
3.  Menurut Arif Budiman untuk mengukur pembangunan sosial bisa dilihat dari 
beberapa aspek sebagai berikut. 
1. Pemeratan  
Kekayaan keseluruhan yang di miliki atau yang di produksi sebuah bangsa tidak 
berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya. Oleh 
karena itu timbul keinginan untuk memasukan aspek pemerataan dalam 
pembangunan. Pemerataan ini secara sederhana di ukur dengan beberapa persen 
dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, 40% penduduk golongan 
menengah, dan 20% penduduk golongan terkaya. Bangsa yang berhasil 
melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi 
produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera. 
2. Kekayaan rata-rata 
Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, apabila 
pertumbuhan ekonominya cukup tinggi. Dengan demikian yang di ukur adalah 
produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. Dengan 
                                                          
30 Afadhal. 2003. Dinamika Birokrasi Lokal Era Otonomi Daerah. Jakarta: P2P LIPI, hlm. 65. 
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adanya tolak ukur ini, kita dapat membandingkan negara yang satu dengan 
negara lain. Dengan demikian pembangunan di sini diartikan sebagai jumlah 
kekayaan keseluruhan sebuah negara. 
3. Kerusakan lingkungan 
Negara yang tinggi produktivitasnya dan merata pendapatannya bisa saja 
berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin, karena 
pembangunan yang menghasilkan produktifitas yang tinggi itu tidak 
memperdulikan dampak terhadap lingkunganya. Lingkungan semakin rusak, 
akibatnya pembangunan tidak bisa berkelanjutan. Karena itu dalam kriteria 
keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukan juga faktor kerusakan 
lingkungan sebagai faktor yang menentukan. 
4. Kualitas kehidupan  
Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraaan suatu negara dilihat 
dengan presentase yang dipekenalkan oleh Moris dengan memakai berbagai 
indikator, dapat dilihat dari rata-rata harapan hidup sesudah umur satu tahun, 
kedua rata-rata jumlah kematian bayi, ketiga rata-rata presentasi angka buta 
huruf. Apabila sebuah negara sudah berhasil menjalankan beberapa indikator 
tersebut maka negara tersebut sudah berhasil dalam pembangunan sosial 
masyarakat. 
5. Keadilan sosial dan Kesinambungan 
Tolak ukur pembangunan yang berhasil, ditandai dengan tingkat produktivitas 
yang sangat tinggi di sebuah negara, keadilan sosial lebih membahas mengenai 
pemerataan pendapatan, dimana tidak ada yang berkuasa sacara mutlak dalam 
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hal kebijakan ekonomi yang digulirkan, selanjutnya faktor lingkungan yag 
berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini, supaya bisa berlangsung 
secara terus menerus. Sebenarnya, faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan 
saling berkaitan erat, yang pertama keadilan sosial bukanlah faktor yang 
dimasukkan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja, tetapi 
faktor ini berkaitan dengan kelestarian pembangunan juga, apabila terjadi 
kesejangan secara mencolok antara orang kaya dan miskin, masyarakat 
bersangkutan menjadi rawan secara politis31.  
F. Konsepsi Masyarakat 
Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup secara bersama, dalam 
berkehidupan masyarakat melakukan interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa 
kebersamaan. Menurut Max Weber, pengertian masyarakat adalah suatu struktur 
atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nila yang dominan 
pada warganya32.  
1. Berikut ini definisi masyarakat menurut para ahli : 
a. Emile Durkheim : Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif dari individu 
yang merupakan anggota dalam sebuah struktur tatanan dalam suatu 
kawasan. 
b. Karl Max : Masyarakat adalah suatu struktur yang mengalami ketegangan 
organisasi maupun perkembangan karena ada pertentangan suatu kelompok. 
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c. Max Webber : Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada 
pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai yang dominan pada warganya. 
d. Selo Soemarjan : Masyarakat adalah orang yang hidup bersama dan 
menghasilkan kebudayaan33.  
2.  Proses terbentuknya Masyarakat menurut Paul B Horton meliputi  : 
a. Masyarakat Natur : Masyarakat yang terjadi dengan sendirinya baik 
disengaja maupun tidak disengaja seperti suku dan gerombolan masyarakat 
yang mendiami sebuah kawasan. 
b. Masyarakat Kultur : Masyarakat yang terjadi dikarenakan adanya sebuah 
kepentingan34.  
3.  Ciri-Ciri Masyarakat menurut Selo Soemarjan meliputi : 
a. Manusia yang hidup berkelompok yaitu masyarakat yang bersama sama      
dan kemudian membentuk sebuah kelompok, kemudian kelompok tersebut 
kemudian menjadi masyarakat, mereka hidup dengan melengkapi satu sama 
lain serta saling bergantung. Memiliki integritas dan kesatuan sosial dengan 
melakukan hubungan sosial antar individu dalam suatu lingkungan. 
b. Mengalami perubahan dalam bentuk budaya, suatu masyarakat juga akan 
berubah didasari faktor yang bersalah dari masyarakat itu sendiri. 
c. Terjadinya interkasi antar individu secara lisan maupun non lisan melalui 
proses komunikasi dengan satu sama lain. 
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d. Kepemimpinan dalam sebuah lingkungan masyarakat membantu penataan
suatu kawasan jadi lebih baik sehingga meminimalisir terjadinya konflik
dalam masyarakat.
e. Stratifikasi Sosial adalah pengelompokan anggota masyarakat ke dalam
lapisan secara bertingkat, berdasarkan kemapuan yang dimiliki oleh
masing-masing individu. Pelapisan sosial terbentuk akibat adanya
komunikasi antar manusia dengan cara bersosialisasi satu saa lain secara
tersusun maupun teratur, baik secara individu maupun berkelompok35.
Jika dilihat kondisi kehidupan masyarakat Desa Selok Awar-Awar 
mempunyai karateristik suatu sturktur tatanan yang mengalami ketegangan 
organisasi maupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-
kelompok yang terpecah secara ekonomi, diakibatkan oleh perbedaan pandangan 
antara petani dan penambang pasir akibat tingkat pendapatan masyarakat yang 
berbeda sejak adanya penambangan pasir di kawasan lahan pertanian, di satu sisi 
sangat menguntungkan penambang pasir, tetapi sangat merugikan para petani 
akibat lahan mereka yang habis ditambang sehingga mereka tidak bisa berfungsi 
secara ekonomi akibat lahan mereka yang sudah tidak bisa lagi untuk ditanami lagi, 
konflik dipicu oleh perbedaan ekonomi masyarakat dalam satu desa. 
35 Soekanto, Soerjono. 2014 . Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 
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